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DAHLAN Jamaluddin tak pernah ber- 
niat menjadi anggota dewan, apalagi 
Ketua DPR Aceh. Masa kecil dan rema- 
janya lebih banyak dihabiskan di kam- 
pung kelahiran di Desa Meuko Kuthang, 
Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie 
Jaya. Ayahnya seorang pegawai negeri 
sipil di kantor camat dan ibu sebagai ibu 
rumah tangga. 

Dia menamatkan sekolah dasar hingga 
sekolah menengah atas di Bandar Dua. 
Tapi, bakat memimpin Dahlan sudah se- 
jak kecil. Misalnya, dia kerap menjadi 
ketua kelas dan satu kali menjadi wakil 
ketua organisasi intra sekolah. "Mungkin 
ya suka di depan," ujarnya. 

Lahir dan besar di salah satu basis 
GAM, kala itu menjadi kawasan operasi 
Panglima GAM paling legendaris, almar- 
hum Teungku Abdullah Syafii, Dahlan se- 
ring berhadapan dengan realitas perang. 
Pagi-pagi saat berangkat sekolah, misal- 
nya, dia kerap melihat orang meninggal 
dengan kondisi mayat bekas tembakan. 
Salakan bedil pun sudah menjadi hal 
biasa yang didengar. 

Menghadapi kenyataan masa ke- 
cil yang mencekam, Dahlan sempat 
berencana ikut GAM angkat senja- 
ta tatkala lulus sekolah menengah 
atas. Tapi niat itu urung. "Dalam 
pikiran saya bergelayut, ada apa 
sebenarnya dengan semua yang ter- 
jadi di Aceh," tutur Dahlan. 

Lantaran rasa penasaran itu, 
walhasil pada 1997 merantau dan 
melanjutkan kuliah di Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni- 
versitas Widya Mataram, Yogya- 
karta. "Saya ke Yogyakarta ingin 
mengubah apa yang saya lihat se- 
jak kecil," katanya. 

Itu sebabnya Dahlan cukup aktif 
dalam pergerakan ketika menja- 
di mahasiswa. Dia banyak terli- 
bat dalam sejumlah diskusi dan 


perjuangan pembebas- 
an nasional Aceh saat 
itu sinergis dengan 
perjuangan demo- 
krasi di Indonesia. 
"Musuhnya sama-sama 


nya," tuturnya. 
Semasa itu, 
pada 


Mahasiswa Yogyakarta. 
Ketika itu isu diskusi dan demonstrasi 
yang Dahlan ikuti mengerucut untuk 
menurunkan Soeharto. Setelah 
presiden yang berkuasa 31 
tahun itu mundur, Dahlan 
menyelipkan isu kekeras- 
an militer di Aceh dalam 
diskusi. Menurutnya, 


negara yang berlaku 
tidak adil kepada rakyat- 


(SRAP) REDD+ Aceh 
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demonstrasi menuntut Soeharto 
turun. Setahun di Yogyakarta, Dah- 
lan memimpin organisasi Keluarga 
Aktivis Mangkubumen. Setelah itu, 

pada 2000 dia menjadi Dewan Kota 

Komite Kota Serikat Mahasiswa untuk 
Kedaulatan Rakyat. Pada 2001, Dahlan 
turut mendirikan Serikat Mahasiswa In- 
donesia sekaligus memimpin Keluarga 
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Pemikiran Dahlan untuk Perdamaian Aceh 


AGENDA politik perdamaian, 
menurut Dahlan, dengan me- 
nempatkan isi perjanjian damai 
sebagai dasar menyelesaikan 
permasalahan Aceh. Perdamai- 
an Aceh mengakhiri konflik ber- 
senjata puluhan tahun antara 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
dan Republik Indonesia sejak 
1976. Pada 15 Agustus 2005, 
kedua pihak sepakat menga- 
khiri perang dengan berunding 
di Helsinki, Finlandia. Kesepa- 
katan damai itu dikenal dengan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) Helsinki. 

Perdamaian ini membuat 
Aceh berbeda dibanding provin- 
si lain di Indonesia karena 
memiliki keistimewaan dan 
kekhususan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Peme- 
rintahan Aceh (UUPA). Meski 
perdamaian sudah hampir ber- 
usia 16 tahun, belum seluruh 
poin kesepakatan terealisasi. 


Hal itu menjadi salah satu 
tugas berat yang kini dipanggul 
Dahlan. "Saya melihat MoU Hel- 
sinki dan UUPA belum menjadi 
pijakan utama dalam mengurus 
Aceh pascadamai," tuturnya. 
Pelaksanaan seluruh poin 
MoU Helsinki dan UUPA yang 
lamban, menurut Dahlan, 
karena belum ada kerangka 
road map atau pemetaan 
langkah untuk mewujudkan- 
nya. Kendala itu seolah-olah 
hanya menjadi persoalan Partai 
Aceh karena sebagian besar 
kadernya merupakan mantan 
kombatan GAM atau pihak 
peneken perdamaian. "Padahal 
mewujudkan hal itu harus men- 
jadi persoalan bersama seluruh 
masyarakat Aceh," kata Dahlan. 
Tantangan mengenai pem- 
bangunan Aceh juga bukan 
perkara mudah. Sewaktu Dah- 
lan dilantik pada 15 November 
2019, Aceh menempati posisi 
daerah termiskin di Pulau Su- 


matera. Ini menjadi pekerjaan 
berat Dahlan bersama anggota 
DPR Aceh dalam mengawasi 
penggunaan anggaran teruta- 
ma dana otonomi khusus oleh 
Pemerintah Aceh agar betul- 
betul menyejahterakan rakyat. 
"Kemiskinan, pengngguran dan 
indeks pembangunan manusia 
yang rendah di Aceh, menjadi 
alat ukur penyelenggaraan pe- 
merintahan," ujarnya. Permasa- 
lahan ini menurut Dahlan dapat 
diselesaikan beriringan dengan 
agenda politik perdamaian. 
Dahlan menyorot belum 
ada demarkasi atau batas 
pemisah antara situasi masa 
lalu dengan kondisi setelah 
perdamaian dalam membangun 
Aceh. Dia memisalkan pada 
regulasi dan birokrasi di Aceh 
masih sama seperti sebelum 
ada MoU Helsinki dan UUPA. 
Bila ada demarkasi, pemba- 
ngunan seharusnya fokus pada 
kepentingan rakyat Aceh dan 


keacehan sebagai langkah un- 
tuk memberikan kesejahteraan 
dan keadilan. 

Menghadapi dua tantangan 
besar itu, Aceh kerap berha- 
dapan dengan realitas politik 
pemilihan (electoral) yang 
pragmatis. "Ada polarisasi rak- 
yat Aceh sehingga kepentingan 
Aceh tidak terkonsolidasi," ujar 
Dahlan. Dinamika kepentingan 
perebutan kekuasaan sesaat itu 
dinilai menjadi bias yang mem- 
buat agenda politik perdamaian 
terlupakan. 

Semestinya eksekutif, 
legislatif, dan semua pihak 
termasuk rakyat Aceh bersatu 
mewujudkan dua tantangan 
tersebut. Kesadaran bersama 
harus dibangun untuk mela- 
hirkan berbagai formula yang 
secara terus menerus dikomu- 
nikasikan dengan Pemerintah 
Indonesia bahwa inilah keingin- 
an rakyat Aceh. "Jangan asal 
beda," kata Dahlan. (*) 


Membina Petani dan Nelayan untuk 
Meningkatkan Perekonomian Aceh 


SEJAK awal menghibahkan diri 
untuk Aceh dan berkecimpung 
dalam politik di Aceh, Dahlan 
terus mengupayakan agar Peme- 
rintah Aceh bisa meningkatkan 
perekonomian Aceh; mengurangi 
angka kemiskinan dan membuka 
lapangan kerja untuk seluruh la- 
pisan rakyat Aceh. 


Sejak menjadi anggota DPR 
Aceh pada 2017 silam, Dahlan 
telah membangun dan mem- 
bina banyak kelompok petani 
dan nelayan di Kabupaten Pi- 
die dan Pidie Jaya, yang me- 
rupakan dua kabupaten yang 
menjadi daerah pemilihannya. 
Kelompok yang dia bina mulai 


dari petani coklat di Bandar 
Baru Pidie Jaya hingga petani 
kopi di Tangse dan Mane, Ka- 
bupaten Pidie. 

Ketika pada Partai Aceh 
mempercayakan jabatan Ke- 
tua DPR Aceh kepadanya pada 
2019, Dahlan juga membangun 
dan membina kelompok petani, 


nelayan, dan petani tambak di 
beberapa kabupaten di Aceh. 
Dia mengharapkan agar suatu 
hari Aceh memiliki berbagai 
komoditas pertanian unggulan. 
“Saya yakin dengan pertanian 
kita bisa mengembangkan dan 
meningkatkan ekonomi rakyat 
Aceh,” kata Dahlan.(”) 


2002, Dahlan memimpin Litbang Taman 
Pelajar Aceh Yogyakarta dan Solidaritas 
untuk Aceh. Ketika Darurat Militer 
diterapkan untuk Aceh pada 
2003, Dahlan hampir setiap 
hari mengonsolidasikan 
teman-temannya supaya 
ikut berdemonstrasi me- 
nolak penetapan operasi 
militer terbesar sepan- 


salahan Aceh," ujarnya. 
Sejak menjadi anggo- 
ta DPR Aceh pada akhir 


memfokuskan diri pada dua hal; agenda 
politik perdamaian dan pembangunan 
Aceh. Untuk pembangunan Aceh, salah 
satu konsen Dahlan adalah membangun 
perekonomian ummat yang berlandas- 
kan pada ekonomi dan keuangan syari- 
ah. “Ekonomi dan keuangan syariah ini 
menjadi role model di banyak negara 
saat ini, karena dianggap lebih adil. Ma- 
kanya, saya fokuskan ke situ,” ujarnya. 

Berangkat dari pemikiran itu, Dahlan 
berada di garda terdepan dalam pene- 
rapan ganun lembaga keuangan dan per- 
bankan syariah di Aceh. Salah satu point 
penting dalam ganun ini adalah, semua 
lembaga keuangan dan perbankan yang 
beroperasi di Aceh, mensyaratkan pembi- 
ayaan sampai 40 persen untuk disalurkan 
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM), dengan sistem bagi hasil tanpa 
harus ada agunan. 

“Sistem bagi hasil tanpa agunan inilah 
yang selama ini tidak diterapkan oleh 
bank konvensional, sehingga sangat tidak 
mungkin bagi para nyak-nyak di pasar un- 
tuk mendapatkan pembiayaan dari bank 
dan lembaga keuangan yang beroperasi 
di Aceh. Nah, kita berharap ganun ini 
menjadi solusi menjawab persoalan ini 
(pembiayaan dengan sistem bagi hasil 
tanpa harus ada agunan),” ujar Dahlan. 

Harapannya, lanjut Dahlan, usaha mik- 
ro kecil dan menengah akan tumbuh dan 

dalam jangka panjang akan memberikan 
dampak strategis bagi peningkatan dan 
pertumbuhan ekonomi Aceh, serta dapat 
menjawab persoalan kemiskinan yang 
saat ini menjadi isu utama pembangunan 

Aceh. “Mungkin ini memang berat untuk 

perbankan dan lembaga keuangan, ma- 

kanya sangat besar harapan kita Bank 

Aceh Syariah menjadi pionir untuk men- 

jalankan amanah ganun ini. Karena pada 

dasarnya Bank Aceh itu adalah milik pe- 
merintah yang modalnya bersumber dari 

APBA dan APBK. Makanya, dulunya Bank 

Aceh ini bernama Bank Pembangunan 

Daerah, hadir untuk kepentingan mem- 

bangun daerah,” ujar Dahlan. 

“Jadi ruhnya Qanun Lembaga Keu- 
angan Syariah di situ. Harus membe- 
rikan kemudahan untuk menggerak- 
kan perekonomian masyarakat, saling 
menguntungkan dan jauh dari riba,” 

pungkas Dahlan. (") 


jang sejarah Indone- 
sia itu. "Kami meng- 
ampanyekan solusi 
jalan tengah terkait 
penyelesaian perma- 


2017, Dahlan 
Jamalud- 
din 


Dahlan di Mata Mantan 
Kepala BI Perwakilan Aceh 


ZAINAL Arifin Lubis, man- 
tan Kepala Perwakilan Bank 
Indonesia (BI) Aceh, turut 
memberikan pendapatnya 
terhadap peran Dahlan Jama- 
luddin dalam penerapan Oa- 
nun Lembaga Keuangan Sya- 
riah (LKS) di Aceh. Dihubungi 
media ini, Sabtu (18/2/2023), 
Arifin menyatakan, Dahlan Ja- 
maluddin berkontribusi besar 
terhadap hadir dan berkem- 
bangnya Oanun LKS di Aceh, 
terutama ketika dia menjabat 
sebagai Ketua Ketua DPR Aceh 
pada tahun 2019-2022. 

Menurut Arifin, dalam pe- 
nyusunan Oanun LKS di Aceh, 
Dahlan banyak mengikutser- 
takan peran banyak pihak. 
Sikap terbuka yang dimiliki 
Dahlan inilah yang kemudian 
menjadi nilai tambah. “Yang 
pertama yang saya ketahui 
peran Pak Dahlan waktu itu 
sangat positif, beliau banyak 
mengundang berbagai pihak 
untuk mendiskusikan berba- 
gai aspek terkait penyusunan 
Qanun LKS,” ujar Arifin Lubis. 

Lanjut Arifin, sikap terbuka 
yang dimiliki Dahlan tersebut 
sangat bermanfaat sehingga 
banyak mendapat masukan 
dari berbagai pihak terkait 
Qanun LKS. “Jadi pak Dahlan 
menunjukkan sikap yang ter- 
buka dan aspiratif terkait hal 
ini, beliau banyak mendengar 
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ada beliau tampak memiliki visi 
yang jelas dan mampu memba- 
ngun sinergi yang baik dengan 
stakeholder. Selain itu, beliau 
juga suka mencari informasi di 
lapangan terkait permasalahan 
ekonomi yang dihadapi masya- 
rakat,” lanjut Arifin. 

Mantan Kepala Perwakilan BI 
Aceh juga membeberkan alas- 
annya mengapa pada saat itu 
BI mendukung penerapan Oa- 
nun LKS di Aceh. Menurutnya, 
penerapan Oanun LKS merupa- 
kan kewenangan pemerintah. 
Dalam hal ini, Bank Indonesia 
berperan sesuai fungsinya saja 
sebagaimana yang telah diatur 
dalam undang-undang. Terka- 
it dengan upaya peningkatan 
perekonomian Aceh oleh pe- 
merintah dengan adanya ga- 
nun tersebut, tentunya Bank 
Indonesia turut mendukung 
agar penerapannya dapat ber- 
jalan dengan baik. 

“Bank Indonesia sangat 
mendukung upaya pemba- 
ngunan ekonomi Aceh antara 
lain dengan mendorong peran 
perbankan dalam penyaluran 
pembiayaan ke sektor produk- 
tif. Adapun terkait penerbitan 
ganun, konteksnya bukan soal 
mendukung atau tidak mendu- 
kung, tapi mengikuti peraturan 
yang berlaku, karena ini sudah 
menjadi kewenangan peme- 
rintah,” pungkasnya. (*) 
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ZAINAL ARIFIN LUBIS 


Mantan Kepala Perwakilan BI Aceh 


tanggapan dan masukan dari 
berbagai pihak,” sambungnya. 

Qanun LKS, kata Arifin, 
memberi perhatian yang be- 
sar terhadap upaya pengem- 
bangan sektor riil, terutama 
UMKM, karena mendorong 
peningkatan penyaluran pem- 
biayaan kepada UMKM dengan 
skema bagi hasil. Apabila ga- 
nun ini diterapkan dengan 
baik, maka dapat mendorong 
perekonomian Aceh berkem- 
bang lebih cepat. 

“Pak Dahlan juga sangat 
mendukung peran perbankan 
di Aceh untuk menyalurkan 
pembiayaan ke sektor riil da- 
lam rangka mendorong pere- 
konomian Aceh,” ungkapnya. 

“Dari berbagai diskusi yang 
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